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MAHKAMAH AGUNG R.I.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

DAFTAR INDUK SOP HUKUM PN
(SOP YANG DISEMPURNAKAN)

NO NAMA SOP NOMOR SOP

1 | SOP PENANGANAN PENGADUAN 364/DJU/OT.01.3/3/2022
PENDELEGASIAN DARI BAWAS (PENGADILAN
NEGERI)

2 | SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF 365/DJU/OT.01.3/3/2022
SENDIRI PENGADILAN NEGERI

3 | SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS 366/DJU/OT.01.3/3/2022

4 | SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA 367/DJU/OT.01.3/3/2022
INSIDENTIL

5 | SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT | 368/DJU/OT.01.3/3/2022

PERKARA

SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI

369/DJU/OT.01.3/3/2022

SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH
TANGAN (WAARMEKING)

370/DJU/OT.01.3/3/2020




MAHKAMAH AGUNG RL.I.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

DAFTAR INDUK SOP HUKUM PN
(SOP BARU)

NO

NAMA SOP

NOMOR SOP

SOP SURAT KETERANGAN
ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI
ERATERANG

259/DJU/OT.01.3/3/2020

SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA
PN

359/DJU/OT.01.3/3/2022

SOP PELAYANAN PEMBERIAN
INFORMASI| DENGAN KEBERATAN
PENGADILAN NEGERI

371/DJU/OT.01.3/3/2022

SOP PELAYANAN PEMBERIAN
INFORMASI TANPA KEBERATAN
PENGADILAN NEGERI

372/DJU/OT.01.3/3/2022

SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA
(BULANAN/ 4 BULANAN/ 6
BULANAN/TAHUNAN) PENGADILAN
NEGERI

373/DJU/OT.01.3/3/2022

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN
ARSIP BERKAS PERKARA
PENGADILAN NEGERI

374/DJU/OT.01.3/3/2022




NOMOR SOP W5-U9/ 1503 /0T.01.3/8/2022
;(Esrl\-ll BUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I. SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang -
Kabupaten Sarolangun /7
DEKA DIANA
NAMA SOP PENANGANAN PENGADUAN
PENDELEGASIAN DARI BAWAS
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:

1.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014SOP Kepaniteraan Hukum

tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PERINGATAN/CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun/Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeriperadilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Sipil.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin
Kerja Hakim Pada MA dan Badan Peradilan
di Bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8

S-3 Hukum

S-2 Hukum

S-1 Hukum

S-1 Sistem Komputer
. SMU

Vs W e

Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan
MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan(Whistleblowing System) di
lingkungan Mahkamah Agungdan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya.
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Alat Scanner

Buku agenda surat masuk

Register Pengaduan

Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
Aplikasi SIWAS

% NGV b Lo TR g

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung
RI 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera
dan Jurusita.

Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: 01/Maklumat/KMA/1X/2017|
tentang Pengawasan dan Pembinaan
Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan

Buku register Pengaduan dan Register Elektronik




13.

14.

15.

Badan Peradilan di bawahnya.

Surat  Keputusan Bersama Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 &
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Keputusan Bersama Nomor|
02/PB/MA/IX/2012 & 02/PB/P.KY/09/2012
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor]
77/DIJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang

Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan
terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
Mo Aktivitas Sekretans Tim Keterangan
KpN/ wipn | Panmud Tim | Pemeriksa| Persyaratan / Waktu | Output 2
e Pemeriksa Periengkapan
1. |Menerima delegesi dari Aplikasi SIWAS 1jem |SKtm e |
BAWAS dan membentuk Tim pemeriksa
pemeriksa
2, |Mengisi register pengaduan \ J ~ Aplikasi SIWAS 1jem |Register
— Register pengaduan
pengaduen telah terisi
|
3. |Membuat rencana kera + - Surat 2jam [Rencena kerja
pemariksasn berdasarkan hasil pengeduan pemeriksaan
telaah BAWAS dan substansi = Surat
pengaduan penunjukan Tim
pemeriksa
~ Telaahan
BAWAS
- ATK
4. |Membuat dan mengirim surat " - Rencana kerja 2jam | Suret
penggilan kepada pelapor, pemeriksaan panggilan
terlzpor, saksi dan pihak - Konsep Surat
tarkait atas nama tim l panggilan
pemeriksa - ATK
5. |Pemerixsaan pelaper, terdapor, * - Konsep BA 7 Hari [BA
saksi dan pihak tarkait pemeriksaan Pemeriksaan
= Ruang
l Pemeriksaan
- ATK
6. |Mengunggsh SK Tim - BA pemeiikssan | 1jam [BA
pemeriksa dan berita acara - SKTim pemeriksaan
pemeriksaan ke apliasi Pemeriksa dan SK Tim
SIWAS MARI — Aplkasi SIWAS Pemeriksa
- ATK sudah
diunggah pada
aplikasi SIWAS
7. |Membuat dan menyerahkan r — Berita Acara 3 hari |Leporan hasil
Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan pemeriksaan
kepada Ketua/ Wakil Ketuas — Bukti-bukt telah ditanda
Pengadilan Tinggi I terkait Tangani
- ATK
8. |Membust rekomendasi dan ) - Berita Acara 2 hari [Rekomendasi
surat pengantar - LHP dan Surat
- Rekomendasi Pengantar
| dari Tim
9. |Mengunggah Laporan Hasil i Aplikasi SIWAS 1jem [Laporen hasil
Pemeriksaan ke aplikasi 4 Laporan Hasil pemeriksaan
SIWAS MARI dan mencatat Pemeriksaan lsudah di
dalam register pengeduan berikut kesimpulan lunggeh
dan Dads 2pllkasi
rekomendasinya SIWAS dan
ATK tercatat di
register
pengeduan
10. |Mengirim hasl pemeriksaan - Leporan Hasil 1jem [Leporen Hasi
‘ , Pemeriksaan Pemeriksasn
beserta telah
kesimpulan dan disampaikan
rekomendasinye
yang telsh
ditandatangani
- Aplikasi STWAS

Penjelasan pada kolom keterangan :

*1

Halaman 3 dari 3

Bawas dapat mendelegasikan penanganan pengaduan pada Pengadilan Tk Banding




NOMOR SOP W5-U9/ 1504 /0T.01.3/8/2022

;(EE:GBUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.l. SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il

Komplek Perkantoran Gunung Kembang 4
Kabupaten Sarolangun KA.m/
ANA

DE
NAMA SOP PENANGANAN - PENGADUAN INISIATIF
SENDIRI PENGADILAN
NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014/SOP Kepaniteraan Hukum
tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PERINGATAN/CATATAN:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun/Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
2017 tentang Manajemen Pegawai Negerijperadilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik
Sipil. KUALI FIKASI PELAKSANA :

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7| 1. S-3
Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin| 2. S-2
Kerja Hakim Pada MA dan Badan Peradilan| 3. S-1
di Bawahnya. 4. SMU

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8 PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Alat Tulis Kantor (ATK)
Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Komputer
MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Printer

Alat Scanner

Buku agenda surat masuk

Register Pengaduan

Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
Aplikasi SIWAS

6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan(Whistleblowing System) di
lingkungan Mahkamah Agungdan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya.

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata| PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan| gyky register Pengaduan dan Register Elektronik
Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung

Rl 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan.

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera
dan Jurusita.

12. Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017
tentang Pengawasan dan Pembinaan

PO T U b




13.

14.

15.

Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya.

Surat Keputusan Bersama Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 &
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Keputusan Bersama Nomor
02/PB/MA/IX/2012 & 02/PB/P.KY/09/2012
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan
terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 4




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Tim Ket
Petugas Meja Panmud Hakim Persyaratan /
Pengaduan |Hukum / Staf kPN WKPN Penelaah Pamerkss Perlengkapan Waktu Output
1. | Menerima pengaduzn Formulr 1hari | Pengaduan
masyarakay/Pelapor daam ‘ , Pengadaan dterima dan
Dertuk san, terty s Regster tercatat
maupun eextronk dan Pengaduan dalam
memyerahkan formukr - Surat Regster
pengadisn dan mencatt Pengaduan pengaduan
regster pengaduan sera
meng naut pengaduan
2 | Mengs regster dan v Aplixzs 1jam | Tandatenma
menyapkan lembar telaan SIWAS berxas
Bud pengadaan
exspeds
I Berias
pengadaan
ATK
3. | Menarma beras 4 Berias 1jam |- Tanda
pengaduan dar Panmud pengaduzn terima
Huxum dan menunju Buku berxas
hakm penelaan exspeds pengadaan
ATK - Surat
Penunjukan
Haxwm
Ponelaan
5 | Melakukan penalaznan Berras 7 har | LaparanHas
Y pengaduan el aan
- Surat
e nunjukan
1 Lembar
telaan
ATK
6. | Menerma dan memerixsa v Deras 1 han Pendapat 'L
nasi telaan ) pengaduan WKPN
Tidak hasi telaah terhadap
| ATK nasd teaan
7. | Menentukan pndakianjut bervas 1 hani Penunmjucan
hasi telaan / pergadian tm
- hasll teaah
\ - ATK
8. | Menunjuk tm pemen ksa ¥ Ya - Berias 1 jam Penunjucan
pengadaan om
Hasl teiaan PO Mo IKsa
- Pendapat
| KPN/WKPN
9. | Mempuat renzana kena - Suat 2jam | Renzana
pemerisaan berdasarkan pengaduan kerp
nasl teaan ham penelasn K Tim pemeriksaan
dansuosans pengadaan Pemerinsa
Laporan
nas| telaan
-~ ATK
10. | Memoust dan mengnm y - ATK 7 Har Suat
SUrat pengglan kepada pangglan
pelapor, terlapor, saksi dan
phak terkait atas nama om
P Ml ik S3
11. | Pemerisaan pelapor, - Suat ljam | BA
teriapar, saks dan phak Lty 2732720 pemeriksaan
terkat X Tim
Pemenisa
ADlxas|
| SIWAS
- ATK
12, | Mengunggah SK Tim 8 - Bemta Aan 3 har Laporan has|
pemeriksa dan benta acara Pemenksaan pemeriksaan
pemerksaan ke apikas - Bukz-bukn dan
SIWAS MARI terkat rexomendas
ADikas) telah dtanda
SIWAS Tangan:
- ATK
A 4

Halaman 3 dari 4




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Meja | Panmud Hakim Tirf' Persyaratan / | Waktu
Pengaduan |Hukum / Staf| KPN e Penelaah Pemeriksa Perlengkapan Output
13. | Membust dan menyershkan - BertaAcars | pyi | Telash
Laporen Hasil Pemenksaan L J L'J - LHP Rekomendasi
kepada Wakil Ketua Tim
Pengadilan Negen Pemeriksa
v
| |
14, | Menyampaiken laporan hesi - Berita Acara 2 hari Persetujuan
pemenkssan kepeda Ketua - LHP Rekomendasi
Pengedilan Negeri - Telash Tim
Rekomendas Pemenksa
Tim Surat
Pemeriksa Pengantar
KPH
15. | Mengunggsh Laporan Hasl - Ppliasi 1 jem Leporaen hazil
Pemenksaan ke oplikasi SIWAS pemenksaan
SIWAS MARI dan mencatat 4 - Laporen Hasl sudah di
dalam regrster pengaduan Pemeriksasn ungg=h
berilast pads aphkasi
kesmpulan SIWAS dan
dan tercatst di
rekomendasi register
nys pengaduan
- ATK
16. | Asp + Leporan Hasl | 1 jum | Berkas
,— Pemeriksaan terarsipkan
) po et
kesimpulan
dan
rekomendas:
Surat
Pengantar
Penjelasan pada kolom keterangan :

"1

Dalam hal tidak terindikasi laporan diarsipkan, bila terndikas maka dtindaklanjuti.

Halaman 4 dari 4




NOMOR SOP W5-U9/ 1505 /0T.01.3/8/2022
E(E;II\;BU ATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.1. SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang N
Kabupaten Sarolangun /
DEKA DIANA
NAMA SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana
tentang Kekuasaan Kehakiman; Umum/Khusus
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
tentang Mahkamah Agung RI;
3. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /Catatan :disesuaikan dengan kondisi pengadilan
Rechtreglement voor de BuitengewestenPERINGATAN/CATATAN:
(RBg) Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7|kuasa tidak terlaksana dengan baik
Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah| KUALIFIKASI PELAKSANA :
Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang 1. 5.3
Perubahan  Ketiga Atas Peraturan g
Mahkamah Agung RINomor 7 Tahun 2015 3 ¢.1
tentang Organisasi dan Tata Kerja] 4 p.3
Kepaniteraan  dan Kesekretariatan| 5 My sederajat
Peradilan PERALATAN/PERLENGKAPAN:
5. Surat edaran Mahkamah Agung Republik 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Indonesia, Nomor 1 Tahun 1971 tentang 2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
surat kuasa Khusus.
6. Surat Edlaran Mahkamah Agung Republik PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
Surat Kuasa Khusus.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor  3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan
terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
8. Peraturan  Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan

Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Hal

aman 1 dari 2



Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Ket
P':'.#'sg: o PHanm ud l:nunknal: Panitera Kasir :::l?n:r:; Zr;‘{l Waktu Output
ukum
1. | Menerima - Aslidan 1 lam Tanda
permahonan Tidak Salinan/Foto terima
pendaftaran Surat copy Surat pendaftaran
Kuasa ( -_J Kuasa,
Foto copy Kartu
Advokat,
- Foto copy Berita
Acara
Penyumpahan
dari Pengadilan
Tinggi
- ATK
2. Meneiti kelengkapan - Aslidan 1 Jam Berkas
permohonan Salinan/Foto permchonan
pendaftaran surat copy Surat pendaftaran
kuasa dan ¥ Kuasa, surat kuasa
membubuhi paraf Foto copy Kartu lengkap
- Advokat,
- Foto copy Berita
Ya Acara
Penyumpahan
dari Pengadilan
Tinggi
- Tanda terima
pendaftaran
ATK
3. Memberi cap dan Surat kuasa yang 1 Jam Surat Kuasa
mencatat Surat + didaftarkan tzlah
Kuasa yang didaftar - Cap Pendaftaran, tercatat
ke dalam Buku - Buku Registar dalam
Register Pendaftaran Surat Kuasa register
Sural Kuasa - ATK
4. | Memben paraf pada - Surat kuasa yang 1 Jam Surat Kuasa
surat kuasa yang didaftarkan telah
sudah disapkan A 4 - Cap Pendaftaran tercatat
Buku Register dalam
Surat Kuasa register
ATK
4. Menandatangani - Asli dan salinan 1 Jam Surat Kuasa
pendaftaran surat Surat Kuasa yang telah ditanda
kuasa - telah diregister angani
r—— dan di cap
stempe
pendaftaran surat
kuasa yang telah
dibubuhi cap
5. |Memungut dan - Permohonan 1Jam | Disstor PNBP
menyetor Penerimaan pendaftaran surat tepat waktu
Negara Bukan Pajak kuasa Tanda terima
(PNBP) by |- Buku Ekspedisi penyetoran
penyetoran
PNBP/Buku Induk
HHK
Buku Kas Bantu
6. [Menyerahkan Surat L i - Surat Kuasa yang 1 Jam Tanda
Kuasa yang telah — sudah didaftar terima
didaftar kepada penyerahan
Pemaohon surat kuasa
7. |Mengarsipkan salinan 4 Salinan Surat 1 Jam Arsip
surat kuasa Kuasa

Halaman 2 dari 2




Peradilan Umum Nomor|
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur lenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

NOMOR SOP W5-U9/ 1506 /0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN |5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I. o
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1l
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /
Kabupaten Sarolangun
DEKA DIANA
NAMA SOP PENDAFTARAN SURAT UJIN KUASA
I INSIDENTIL
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana
tentang Kekuasaan Kehakiman; Umum/Khusus
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
tentang Mahkamah Agung RI;
3. Hirziene Inlands Reglement (HIR) /catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan
Rechtreglement voor de BUite"gewe“e“PERINGATAN/CATATAN:
(RBg) Uika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat
e e hua il terksana dengan b
RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan SUALIFIKAS) PELAIGANA ;
Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI 1. 53
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 2. S22
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 3. 51
Kesekretariatan Peradilan. 4. D-3
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 5- SMU sederajat
Nomor  KMA/032/SK/IV/2007  tentang PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Pemberlakuan Buku Il tentang Pedoman 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pelaksanaan  Tugas dan Administrasi 2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
Peradilan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan peNCATATAN DAN PENDATAAN :
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi g, Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
8. Surat edaran Mahkamah Agung Republiki
Indonesia, Nomor 1 Tahun 1971 tentang
surat kuasa Khusus.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang
Surat Kuasa Khusus.
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Hal

aman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas
Petugas P Slafd Panmud P KPN Persyaratan/ Wak Output K
PTSP Harlmu Hukum ankers Perlengkapan s oL ot
ukum
Menenma berkas ~ Permaheonan ljin | 1Jam Kelengkapan
Surat Tidak Kuasa Insidentil sural jin
Permaohenan ljin C\a - Surat kuasa
Kuasa Inside nti — kelerangan dari insidentil yang
kepala sudah
desa/kelurahan/ dicheckiist
atasan
- Buku register
~ Checkiist
ATK
Menelti Asli dan 3 Jam Berkas
kelengkapan Salinan/Folo permohonan
permohonan surat Y copy Sural ijin surat ijin
Ijin kyasa \ Kuasa insident| kuasa
insidentildan ~ Surat nsidentil
membubuhi paraf , / keterangan dari lengkap
Ya kapala
desa/kelurahan/
alasan
- Tanda terima
pendaflaran
- ATK
Membuat kensep Permohonan 1 Jam Konsep
sural |in kuasa surat jjin kuasa surat jin
insidentil h 4 insident! kuasa
Kelengkapan nsdentl
persyaralan
ATK
Memeriksa Konsep Surat 1Jam Konsep
kensep Surat ljin ljn Kuasa Surat ljin
Kuasa insdentil - Insidentil Kuasa
dan memben Kelengkapan hsidentil
paraf I surat ijin kuasa yang
insident| sudah
ATK dipenksa
kelengkap
annya
Menenma dan - Konsep Surat ljin | L Jam Suratipn
memberi paraf \ 4 Kuasa Insidentil kuasa
konsap sural jin yang sudah nsidentil
kuasa insidentil L diperiksa yang
= kelengkapannya sudah
- ATK diparaf
Menandatangani Sural jin kuasa 1 Jam Suratijin
sural jin kuasa insident| yang kuasa
insidentil h 4 sudah diparat nsidentil
ATK sudah
_ dtanda
I tangani
Mencatat Surat Surat ijin Kuasa
ijin Kuasa insident| 1Jam - Suratijn
insidentil kedalam | 4 -ATK "“”a_:a "
insigen
buku register tercalat
pembenan jin I_I_ dalam
Kuasa Insidenti register
Memungut dan E - Permohonan 1 Jam - Disetor
menyetor jin kuasa PNBP tepat
Penerimaan insidentil waktu
Negara Bukan —— Buku Ekspedisi -Tanda
Pajak (PNBP) penyetoran Eenma
PNBP/Buku penyeloran
l Induk HHK
Buku Kas
I I Bantu

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Ket
regny Pa?‘lt:‘lLd Ranmud Panitera KPN Persyaratan/ Waktu Output
PTSP Hukum Perlengkapan p
Hukum
Menyerahkan Surat - Surat Kuasa 1 Jam Tanda
Kuasa yang kelah yang sudah tenma
didaftar kepada didafar penyerahan
Pemahon I surat kuasa
T
Mengarsipkan | - Salinan Sural 1 Jam Arsip surat
berkas Iin Kuasa jin kuasa
Permchonan Surat v Inside ntil, nsdentil
lin Kuasa ' _- '
Insidentil, dan
salinan Sural ljn
Insidentil

Halaman 3 dari 3




NOMOR SOP WS5-U9/ 1507 /0T.01.3/8/2022

;(Earl\-/iBUATAN 5 Agustus 2022

ITGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I. SAROLANGUN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I

Komplek Perkantoran Gunung Kembang &
Kabupaten Sarolangun K/
DIANA

DE
NAMA SOP SURAT KETERANGAN TIDAK
TERSANGKUT PERKARA
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana
tentang Kekuasaan Kehakiman; Umum/Khusus

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
tentang Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7icatatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan
Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Ag“”gPERINGATAN/CATATAN:
RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Rl
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat
kuasa tidak terlaksana dengan baik
KUALIFIKASI PELAKSANA :

Kesekretariatan Peradilan. 1. 83
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 2. 52
Nomor  KMA/032/SK/IV/2007  tentang 3- S-1
Pemberlakuan Buku Il tentang Pedoman| 4- D-3

5. SMU sederajat

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan PERALATAN/PERLENGKAPAN:

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Administrasi Pemerintahan Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3
Tahun 2016 tentang Permohonan Surat
Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang
Surat Kuasa Khusus.

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur lenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019,
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3



PELAKSANA MUTU BAKU
No
AKTIVITAS Staf Kset
fordet | panmus | RSO panters | kew | feeE | wa | oupu
ukum
1 Menenma berkas Parmohonan 1 Jam Kelengkapan
Surat Tidak Tdak surat
Permchenan Tersangkut permohanan
Tidak tersangkul Perkara yanq sudah
perkara ( _J SKCK dicheckdist
Surat
Pernyataan
tdak pernah
dijatuhipidana
Buku register
Checklist
ATK
2. Menelt Asl dan 1 Jam Berkas
kelengkapan Salnan/Fole permohaonan
permohanan copy Surat benkut
Tidak tersangkul permohonan kelengkapann
Perkara "\ SKCK ya
Surat
Pernyataan
Ya tdakpernah
dijatuhipidana
Tanda terima
persyaratan
ATK
3 Membuat konsep Permohenan 1 Jam Konsep
surat keterangan sural sural
tidak tersangkut A 4 keterangan keterangan
perkara tdak tersangkut tidak
perkara lersang kut
Kelengkapan parkara
persyaratan
e T, ATK
4, Memeriksa Konsep Surat Llam  |Konsep Surat
konsep Surat keterangan keterangan
keterangan tidak tidak tersangkut tidak
tersangkut A 4 perkara tersang kut
perkara dan Kelengkapan perkara
member paraf | — sural Yang sudah
keterangan diperiksa
tdak tersangkut kelengkapann
perkara ya
ATK
3. Menenma dan Kensep Surat 1 lam Sural
memberi paraf keterangan tidak keterangan
kensep surat - A tersangkut tidak
keterangan tidak perkara yang tersangkut
lersangkut sudah dipenksa perkara
perxara kelengkapannya yang
ATK sudah
diparaf
6 Menandatangani Surat 1 Jam Surat ‘1
sural keerangan ketlerangan keterangan
tidak tersangkut s td ak tersangkut tidak
perkara perkara yang lersang kut
sudah diparaf perkara
| - ATK sudah
ditanda
tangani
7. Mencatat Surat Surat
keterangan tidak keterangan 1lam Surat
tersangkut A tidak tersangkut keterangan
perkara kedalam perkara tidak
buku regisier tersang kut
- ATK perkara
tercatat
dalam
register
8 |Memungutdan v Permohenan 1Jam  |-Disafor
menyetor surat PNBP tepat
Penermaan keterangan wakiu
Negara Bukan tdak kersangkut t Tanda
Pajok (PNEP) perkara terima
Buku Ekspedisi penyetoran
¥ penyetoran
PNBP/Buku
I I Induk HHK

Halaman 2 dari 3




No

10

AKTIVITAS

Menyerahkan
Surat keterangan
tidak tersangkut
perxara

kepada Pemahon

Mengarsipkan
berkas
Permghonan
Surat kelerangan
tidak lersangkut
perkara

PELAKSANA MUTU BAKU
Staf Ket
PF‘;}“SC-‘;‘ F::n mud i’u“:t: ﬁf Pantera | KPN ;:;::;L‘;::; Waktu | Output
ukum
Surat keterangan 1Jam | Tanda
| I tidak tersang kut lerima
parkara penyerahan
sural
L 4 keterangan
e tidak
tersangkul
I perkara
Salinan Surat 1 Jam Arsip surat
keterangan tidak kelerangan
Y tersangkut perkara tidak
‘ : ) tersangkul
perkara

Penglasan pada kolom keterangan :

"1

Untuk surat keterangan tertentu ditand a tangani oleh Panitera

Halaman 3 dari 3




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/ 1508 /0T.01.3/8/2022

ITDI(Esll\-A'BUATAN 5 Agustus 2022

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 1 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.1. SAROLANGUN

NAMA SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
(SPAK) PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:

1. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Peradilan Umum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7,

SOP Kepaniteraan Hukum

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

PERINGATAN/CATATAN:

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka indeks kepuasan

masyarakat tidak dapat diukur

Peraturan Menteri Pendayagunaan

KUALI FIKASI PELAKSANA :

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1. S-2
2. 51
3. D-3
4. SMU sederajat

Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara
Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoma

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah.

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

Peraturan Menteri Pendayagunaan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor  026/KMA/SK/11/2012  tentang
Standar Pelayanan Peradilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomaor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Survei Dan Tata Cara

Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan
Elektronik  (SISUPER) pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum dan

Questioner Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey
Harian

Peradilan di Bawahnya.




Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
No
Panmud| Sekretaris| Panitera|Tim Survey WKPN KPN |Persyaratan /| Waktu Output
Hukum Kepuasan Perlengkapan
Masyarakat
1 Menyusun konsep Tim L ATK 1Jam |[Konsep Tim
Survey Survey
Tidak
2 Meneliti dan l Konsep Tim | 1Jam [Konsep Tim
memberikan paraf 4 Survey Survey sudah
pada konsep tim ATK di parafl
survey
Ya
3 | Penandatanganan SK Konsep Tim | 1Jam |SK Tim Survey
Tim Survey Survey yang
v sudah di paraf
ATK
4 | Menyusun rencana L SKTim 1 Hari  [Jadwal 1
program Survey Pelaksanaan
Pelaksanaan SKM dan . Aplikasi Survey dan
SPAK SISUPER biaya
Propoesal
Survey
t Data
pendukung
L Hasil survey
sebdumnya
Konsep jadwal
pdaksanaan
L Customer
Base
L ATK
5 Memeriksa rencana h 4 Aplikasi 1jam |Rencana
pregram pengukuran L Tidak SISUPER program
SKM dan SPAK serta | Rencana pengukuran
memberikan paraf T program SKM dan SPAK
pengukuran yang telah
SKM dan diparaf
SPAK
ATK
v
Memberikan L Aplikasi 1jam [Persetujuan
3 persetujuan SISUPER pelaksanaan
pelaksanaan SKM dan t Data SKM dan SPAK
SPAK pendukung
Ya yang
diperlukan
untuk
melakukan
survey
L ATK
4 | Mempersapkan sarana Aplikasi 2Jam | Tersedianya
dan prasarana SISUPER aplikasi
pelaksanaan survey Layar menitor beserta layar
E " ATK monitor
5 | Mendistribusikan dan A 4 - Unk aplikasi | 3 Link aplikas
mengkemun ikasikan SISUPER Bulan sudah
link aphkas SISUPER - ATK terdidribus
kepada responden

Halaman 2 dari 3




Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
No
Panmud| Sekretaris| Panitera|Tim Survey WKPN KPN |Persyaratan /| Waktu Qutput
Hukum Kepuasan Perlengkapan
Masyarakat
6 Mengumpulkan hasi Link aplikasi | 5 Hari laporan
pelaksanaan survey sudah terisi
dan menetapkan IKM ATK
dan IPAK
7 | Menyusun laporan X | Aplikasi 1 Laperan
pelaksanaan hasl SISUPER Bubn
survey Link aplikasi
1 SISUPER
Data Hasl
survey
8 | Menerima laporan Laporan 1Jam |Laporan
pelaksanaan sunvey pdéaksanaan sudah
hasil survey diterima dan
ditandatanga
n
7 | Mempublkaskan hasi . Laporan hasl | 1 Jam |[Laperan Hasl
survey dan survey Analisa IKM
menindaklanjuti 3 Webste dan dan IPAK
unsur terendah dari media sudah
hasil survey pengadilan terpublikasi
Data dan
pendukung ditindakdanjut
|
8 Menginmkan hasi Surat 1Jam | Tanda
survey ke Ditjen A4 pengantar Pengiriman
Badium medalul Hasl survey dan publikas
aplikasi SISUPER dan hasil survey
analisanya
Data
pendukung
Checklist data
survey
ATK
9 Mengarsipkan hasl IKM Surat 1 Jam | laporan
dan IPAK pengantar urvey
Laporan hasi tersimpan
v pelaksanaan dalam arsip
ATK
Penjelasan pada kolom keterangan :
"1 jukuran Kepuasan Pelanggan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sexali

Halaman 3 dari 3




NOMOR SOP W5-U9/ 1509 /0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN |5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I. NG -
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11 f VR Y
Komplek Perkantoran Gunung Kembang _ /
Kabupaten Sarolangun " DEKA DIANA
NAMA SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH
TANGAN (WAARMEKING)
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 1. SOP Kepaniteraan Muda Perdata
Kekuasaan Kehakiman; 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Undang-Undang NDD:'IOI 3 Tahun 2009 tentan PERINGATAN/CATATAN:
Mahkamah Agung RI; — -
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangpe”erapa” SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan.
Perubahan Kedua Undang-undang Nomor o|Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. peradilan.
4. Buku Il Mahkamah Agung RI tentang Pedoman KUALIFIKASI PELAKSANA :
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.| 1. S-3
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 2. S-2
Peradilan Umum Nomor, 3. S-1
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman 4. D-3
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)| 5. SMU Sederajat

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019

tentang

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Peralatan Komputer dan Buku Register Waarmeking

Ha

laman 1 dari 3




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS KET
i Staf Persyaratan
Petugas Kasir Kepaniteraan Fanniu:a Muda Panitera :P;:,’;‘ /Perlengkapan Waktu Qutput
ISP Muda Hukum e
1 Menerima can meneht Sunt 1Jam Pemas
kelengkapan Surat Tidak Permohonan Permaononan
Permohonan Akta ' - }11 KTP Masing- Waarmerkng
gibawah masng ani
Tangan/Waameming wWars
dan Pemohon sesua Kartu Keluarga
gangan Chaclist Fotocopy dan
Buku Tabungan
Asl
Sunat
Keterangan
Wans
Surat
Keterangan
Kematian
Akta Kelahiran
MA%N g-masing
HNiwars
Checkist
2 Me mverfiasi L Sunt 1lam | Barmxas
weiengrapan surat \ Permohonan permohonan
permohanan Akta Sama cengan waarmering
cipawan Syarat Nomor 1 lergkap
Tarngarn/Waamenung Ya ATK
gan kelengkapannya Checkist
sesual cengan Checklist
3 Membuat Caaman Camtan llam |Cawmtan
Waarmerkng pada L 7 Tidak Waarmerng Waamening
pemyataan Ahl Wars - Surat pemyataan Surat
d ARl Wans gan Pemyataan Anl
Keiengkapan Wars sudan
I cokumen dibe nikan
ATK caman
4 Menekti dan Berkas 1Jam |[Catatan
membubunkan paraf L 4 permononan Waamerning
paca Cammn / Surat pemyataan sunt
Waarmerkng surat ahiwars Pemyataan
pemyataan ahlwans v Kelengkapan ahl wars
permonona sudahdiparaf
Ya ATK
Menelt dan Bervas 1Jam [Catatan
membubuhian paraf permohonan Waameanung
pada Camtan Surat pamyatan suat
Waarmerking surat Tidak Niwars Pemyataan
pemyataan ahliwars Keengkapan ahh wars
permohona sudah gipanf
Ya ATK
5 Menancatangan Catamn 1Jam |Catatan
Catatan Waamenung L Waarmerkng Waamernung
Ssumtpemyataan ank Sunt pemyataan Surat
wars dengan dhadel aniwars pemyaman ank
oleh Pemohon Kelengkapan wars telah
l permohonan dfanda tangan
ATX
6 Mencatat ke dalam buku Catatan 1Jam |[Catatan
regster Akta Dibawan Waarmerkng Waarmerkng
Tangan/Waameming ) 4 Surat pemyataan Surat
gan membenkan romaor Ahli Wars yang Pernyataan
pancaftaran serta sucah keterangan ank
wanggal pencaftanan dtandamngan wars telan
Akta Dibawan Tangan, I keiengkapan tercatat galam
cokumen buku regser
buk register
ATK
7 Menerima dan menyetor Catatan 1Jam | PNBPsudan
Penerimaan Negara - Waarmerking disent
Bukan Pajak (PNBP) Surat pamyataan
ANl Wars yarg
sudah
| tardatangani
kekengkapan
dokumen
Duky register
ATK
A
8 Menyeranian surat Camman 1]Jam |-Tandatznma

pemyataan Ahk Wans
kepaca Pemohon

Waarmerkng
Surat pemyataan
Al Wars

buku ehspeds
Blanko tanca
tenma PNBP
AT

penyerahan
Asi @atatan
Surat
pemyataan
ARl Wans
Tanca
terima PNP

Halaman 2 dari 3




Mengarsipkan saknan Salinan Surat 1Jam | Dokumen
Surat Pemyatan Ah Q Pernyataan Ahl s pan
wars Wars dan

Kelengkapan

oosumen
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Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

NOMOR SOP W5-U9/ 1510 /0T.01.3/8/2022
hlggil\-/'lBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I. SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang ﬂt"/
Kabupaten Sarolangun
DEKA DIANA
NAMA SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF
SENDIRI PENGADILAN
NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana
tentang Kekuasaan Kehakiman Umum/Khusus
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
tentang Mahkamah Agung R;
3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4ctatan: disesuaikan dengan kondisi pengadilan
Tahun 2018 tentang Organisasi dan TataPERINGATAN/CATATAN:
gzgadilgspamteraan dan KQSEkrEtar'ata"Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat
) keterangan tidak terlaksana dengan baik
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 2016 tentang Permohonan Surat] KUALIFIKAS! PELAKSANA :
Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan 1. 53
Wakil Kepala Daerah di Pengadilan. 2. 52
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik| 3. S-1
Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang 4. D-3
Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2016 5. SMU Sederajat
Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan. PERALATAN/PERLENGKAPAN:
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peradilan Umum Nomor 2. Buku Register Pendaftaran Surat Keterangan
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Elektronik
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu 3 Komputer
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan 4. Printer
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan 5. Jaringan Internet
Direktur lenderal Badan Peradilan Umum 6. Scanner
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/201 PENCATATAN DAN PENDATAAN -
tentang Perubahan Surat Keputusan - : -
Direktur Jendersl Badan Peradilan Uit Buku Registrasi Surat Keterangan Elektronik
Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor|
44/DJU/SK/HMO02.3/2/2019 tentang«
Pemberlakuan Aplikasi Surat Keterangan
Elektronik  (eraterang) di Lingkungan
Peradilan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedun
Administrasi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Standar Pelayanan.




PELAKSANA

MUTU BAKU
No
AKTIVITAS Staf ’ Ket
Petugas Panmud Paniter Persyaratan/
PTSP Kasir Panmud Hukum a KPN Perlengkapan Waktu Output
Hukum
1 Menerima dan Data din peamohon. | 1Jam  |Kelengkapan sura
meneliti berkas -Dokumen elektronik permohonan
Surat Permohonan ’ surat permohonan elektronik yang
T :
dan kelengkapan ‘ ) o -Dokumen elektronik sudah dicheckist
data persyaratan — identitas
baik yang diajukan (KTP,Paspor,SIM)
secara elektronik -Dokumen elektronik
aaupun manual SKCK
sesual checklist Dokumen elektronik
foto
- Copy ljasah terakhid
- Buku register
Checkiist
- Komputer
- ATK
2. | Verifikasi, -Asli cata diri 1Jam  |Berkas
kelengkapan data pemehon permohonan
persyaratan. i Asli dan berikut
\ salinan/fotocopy kelengkapannya
surat permohonan
-Asli dan
salinan/fotocopy
Ya Identitas
~Asli dan
salinan/fotocopy
SKCK
Foto
Tanda terima
persyaratan
-ATK
3 Mencetzk Konsep v - Permohonan surat | 1 Jam Konsep surat
Surat Keterangan Td keterangan keterangan
e s elektronik
-Kelengkapan
persyaratan
-ATK
4. Memeriksa korsep -Konsep Surat Llam  |Konsep Surat
Surat keterangan keterangan keterangan
elektronik h 4 elektronik elektronik
Kekengkapan surat yang sudah
keterangan diperiksa dan
elektronik diparaf
- ATK
Ya
5. Memeriksa konsep Konsep Surat LJam  |Konsep Surat
Surat keterangan h 4 keterangan keterangan
elektronik elektronik yang elektronik
sudah diperiksa yang sudah
L kelengkapannya ciperiksa dan
| ATK diparaf
6 Menandatangani v -Surat keterangan 1Jam  Burat keterangan
surat keterangan elektronik yang lektronik
elektronik sudah diparaf pudah ditanda
[ -ATK bangani
% Menerima dan Permohonan surat | 1 Jam Disetor PNBP
menyetor keterangan tepat waktu
Penenmaan Negara elektronik - Tanga terima
Bukan Pajak (PNBP) -Buku Ekspedisi penyetoran
penyetoran
PNBP/Buku Induk
HHK
8. Menyerahkan Surat ¥ Surat keterangan 1 Jam Tanca terima *1
keterangan elektronik penyerahan
elektronik surat keterangan
kepada Pemohon 1 elektronik
9. Mengarsipkan Salinan Surat 1 Jam Arsip surat
berkas keterangan keterangan
Permohonan Surat ( ) elektronik elektronik
keterangan
elektronik

Penjelasan pada kolom keterangan :
"1 Dokumen aslh diperlihatkan oleh pemohon
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NOMOR SOP W5-U9/ 1511 /0T.01.3/8/2022

TGL. PEMBUATAN | 5 Agustus 2022

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.1. \

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il /,_/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA

NAMA SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN
DASAR HUKUM : KETERKAITAN: )

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 1. SOP Kepaniteraan Pidana
Kearsipan 2. SOP Kepaniteraan Perdata

2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang1 3. SOP Kepaniteraan Hukum

4

Kekuasaan Kehakiman SOP Kepaniteraan Tipikor
3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Peradilan Umum _|PERINGATAN/CATATAN:

& :’er?turar; lT:;r;ermtahUNc:jr:or jngahuréjoﬁApabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
FIARE: Le ERsanadn. Lntang- ndang Nom peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan KUALI S| PELAKSANA :
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun AN s ik

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 1+ 5-3 Hukum

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015/ 2. S-2Hukum

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan 3. S-1 Hukum

Dan Kesekretariatan Peradilan 4. S-1Sistem Komputer
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 5. D-3

Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang] 6. SLTA/ Sederajat

Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan PERALATAN/PERLENGKAPAN:

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Buku ekspedisi dan Berita Acara penyerahan berkas
Nomor : 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standari

Lemari/ Rak Arsip

Tugas dan Administrasi Pengadilan 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ». Komputer
Nomor: 143/KMA/SK/VI1I/2007 tentang 3 printer
Pemberlakukan Buku | 4. SIPP
5.
6.

PelayamamFeraditan PENCATATAN DAN PENDATAAN

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan.

11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor: 3/DJU/HMO02.3/6/2014 tentang
Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi
Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum

Arsip Perkara

Halaman 1 dari 2



Pdaksanaan Mutu Baku
No. Aktivitas Panitera Muda | Petugas Persyaratan / Waktu Output
|Staf Kepaniteraan Hukum| Ket
Hukum Arsip Perlengkapan
1. | Menerma berkas perkama dari - Petugas penenma 1Jam | - Tandaterima
Kepanteraan Perdata, Pdaneg, C\: Tidak DETKES penyeranan
Tipikor, il Berxas Pervara berkas
- Benta Acara - Benta Acara
penyeranan banas Penyerahan
porkara
Buku Ekspeds
- Checkist
ATK
2. | Maneln kelengkapan Bervas A 4 - Berkas Perkara 1Jam | - Tandaterima
Perkara \ Benta Acara panyeranan
penyeranan berkas DETkEs
parkara Benta Acara
Ya - Buxu Ekspeds Penyerahan
o
Cheackist
3 Marnyusun Derkas perara - Berkas Perxara 1 Jam | Berkas perxarayang .1
berdasarkan Tanun Perkara v - Data iokas telan tersusun rap
serta memasukkan ke daiam penyimpanan, dalam arsp
Dox arsip Bax Arsip
- Rak / leman assip
Ruang arsip dan
periengeapannya
4. | Mengnpue dan scan data ~ Berxas Perkara, | 1Jam | - Dataarspsudan
berkas perkara ke dalam Data periara yang ternput dalam
Sstem Informas Penehkisuran drenma, Sipp
Periara (SIPP) - Buru Ekspeds - Bextonk
- Komaweer/ laptop Dokumen teanput
- Bextonik Dokumen dalam aplkas
- Apikas SIPP Stpe
5. | Membuatdaftaris dan ATK 1Jam | Beriastelsh
melexatkan d s depan box h 4 - Kompueer diamsipkan
fiie arsip Berkas Perkara
- Data okas
penyimpanan
- Bax Amsip
- Rak / leman arsip
6. | Menarma laporan Data okas 1 Jam | Laporan pengarspan
pengarspan telan terlaksana ‘Dr penympanan.
Penjelasan pada kolom keterangan :
=1 Susunan berkas disesuaikan dengan ketentuan Buku 11

Halaman 2 dari 2




3. PermaNomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan

NOMOR SOP W5-U9/ 1512 /0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN |5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il /\P/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
NAMA SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI
DENGAN KEBERATAN PENGADILAN
NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 1. SOP Kepaniteraan Pidana
Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. SOP Kepaniteraan Perdata
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 3. SOP Kepaniteraan Hukum
Tentang Pelayanan Publik. 4. SOP Kepaniteraan Tipikor

Kedua Atas Peraturan Mahkamah AgungPERINGATAN/CATATAN:

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Peradilan.
PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentangi

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

1
2.
3.
4.
5.

S-3 Hukum

S-2 Hukum

S-1 Hukum

S-1 Sistem Komputer
SLTA/ Sederajat

dan Kesekretariatan Pengadilan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 14
144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

1
2.
3.
4.
5:

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Register Permohonan Informasi
Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya

Nomor : 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pelayanan Peradilan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standarn
Pelayanan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor|
1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik
untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standarn
Meja Informasi di Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

10.

Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung
lainnya




Pelaksana Mutu Baku
i Petugas Penanggung
No. Aktivitas Jawab PPID Ket.
petugas prsp [ IPormast | plrmasi | (Paniteras | AR5 Persyaratan/ |y, Output
(Panitera Muda (Kabag & Sekretaris) PPID Perdengkapan
Hukum) Panmud)

1. | Menerma dan - Formuir 1 jam Permaohonan
mencatat permananan Informas tercamat
permananan - KTP/ Bukt Dn dalam regster
informas secara « Kamouter
BNgsuNg mauoun
sacara ndak - Buku regster
angsung kedalam - [danttas dir dan
regster nncian informas)

yang dibutuhican
- ATK

2. | Menerma dan \ 2 Tidak « permahanan 1jam Permononan
menganalsa l nformasi Infarmas tercatat
permonhanan - Daa dini dalam regster
informas ﬁ pemonon

: p— - Regster

3. | Meneruskan « permanonan 1 jam Kepurusan termang
permanonan informasi nempenan
informas kepada - Data dripemonoan informasi
PPID karena - Informas  yang
informas tdak tersedia
bsa dputuskan
oleh penanggung
jawab

4 | PPID menoiax - Surat 1 jam Surat jawaban
permohonan Permmonanan dsenai dengan
informas 1 pemanon alasan penolakan

informasi
- Tanggapan /
jawaban tertus
Ya dan PPID

5 | Pemonon - Surat  Penolkan 1jam Surat Jawaban
mengajukan v PPID dan Atasan PPID
keberatan atas - Surat
penolakan olen I Permahanan
WD pemahon

informasi

- Keberatan  atas
pendakan  oleh
PPID

& | Memabuikan 2wz l - Surat 1jam | Swat
menoak r Permananan mengeiuixan
keberatan atas pemahon keberatan
permanonan informasi dengan
nformas - Keberatan  atas memDenkan

penalakan informasi atau
Ya Menguatxan
penalaxan

7 | Menyapkan * - parmononan 1 jam Informas yang
informas sesud nformas| tersed a
dengan - Data diripemohan
permint2an | - Informas  yang
peEManan | wersedia

8 | Menyeranxan 1‘ - Informas. yang 1 jam Tanda tenma
informas melalu tersedla
PTSP - Baya

penggandaan dan
| ranspontas
Se5u3l ketemtuan
9 | Asp - Berias Informas 1 jam Berkas [nformas
A 4 Tidak - Keberatan  atas diarspran
. ¥ X
' , penaiakan dengan rapi
- Surat  pwaban
atasan PPID
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10.

Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
Tentang Pelayanan Publik.

Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan

2009

NOMOR SOP W5-U9/ 1513 /0T.01.3/8/2022
TGL. PEMBUATAN |5 Agustus 2022
ITGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
MAHKAMAH AGUNG R.l.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11
Komplek Perkantoran Gunung Kembang ~/""7

Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA

NAMA SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI
TANPA KEBERATAN PENGADILAN NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 1. SOP Kepaniteraan Pidana

2. SOP Kepaniteraan Perdata
3. SOP Kepaniteraan Hukum
4. SOP Kepaniteraan Tipikor

Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung

PERINGATAN/CATATAN:

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Peradilan.
PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Pengadilan.

1. S-3 Hukum

2. S-2 Hukum

3. S5-1 Hukum

4. S-1Sistem Komputer

5. SLTA
PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1-
144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor|

1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik
untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standari
Meja Informasi di Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor|
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Permohonan Informasi

5. Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung lainnya




